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ABSTRAK

Putri, Berliana Aliefia.  Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam 
Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 
Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Analisis Putusan Pengadilan 
Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr). Skripsi 
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas KH. Abdul 
Chalim. Dosen Pembimbing: Fatkul Chodir M.H.I

Kata Kunci: Nafkah Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung, Madzhab Syafi'i

Nafkah anak adalah nafkah yang wajib dikeluarkan oleh orangtua 
khususnya seorang ayah guna mencukupi segala kebutuhan anak, sampai anak 
tersebut dewasa. Nafkah anak tidak gugur semata karena adanya perceraian. 
Dalam hal nafkah anak pasca perceraian, hakim yang akan memutuskan jumlah 
nafkah anak yang layak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 
Dalam putusan nafkah anak yang terdapat dalam  Pasal 14 Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa amar mengenai 
pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 
dengan 20%  per tahun dari jumlah yang ditetapkan. Hal tersebut berbeda dengan 
ketentuan kadar nafkah menurut madzhab Syafi'i yang harus dipenuhi oleh
seorang suami kepada istri atau anaknya.

Tujan dari penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan Majelis Hakim 
mengenai jumlah nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama 
Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr dan mengetahui tinjauan fiqh 
madzhab Syafi'i mengenai Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama 
Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data-data 
dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data sekunder, dan data tersier. 
Sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 
1835/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Hasil penelitian ini yaitu Ditinjau dari fiqh madzhab Syafi'i terkait isi 
putusan perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang didalamnya memuat 
tentang nafkah anak dan menerapkan dari kebijakan dalam pasal 14 Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 atas kenaikan nafkah anak sebesar 10% 
pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, 
bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan teori fiqh madzhab Syafi'i. Dalam 
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fiqh madzhab Syafi'i tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kenaikan 
jumlah nafkah anak sebesar 10% setiap tahun pasca perceraian. Putusan nafkah 
anak dalam perkara Nomor 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr yang mengalami kenaikan 
sebesar 10% pertahun dalam hitungan jangka panjang nafkah tersebut semakin 
membengkak dan menyulitkan ekonomi ayah dalam memenuhi tuntutan nafkah 
anak.
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ABSTRACT

Putri, Berliana Aliefia. Improving Children's Support After Divorce in 
Article 14 of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 
Viewed from the Fiqh of the Syafi'i Madzhab (Analysis of the Decision 
of the Mojokerto Religious Court Case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr). 

Islamic Family Law Thesis, Faculty of Sharia, KH University. Abdul 
Chalim. Supervisor: Fatkul Chodir M.H.I

Keywords: Child Support, Supreme Court Circular, Syafi'i Madzhab

Child support is income that must be paid by parents, especially a father, 

to meet all the child's needs, until the child is an adult. A child's livelihood does 

not fail just because of a divorce. In the case of post-divorce child support, the 

judge will decide the appropriate amount of child support based on certain 

considerations. In the decision on child support contained in Article 14 of the 

Supreme Court Circular Number 3 of 2015, it is stated that the ruling regarding 

the burden of child support should be followed by an addition of 10% to 20% per 

year of the determined amount. This is different from the provisions on the level 

of maintenance according to the Shafi'i school of thought which must be met by a 

husband for his wife or children.

The aim of this research is to find out the consideration of the Panel of 

Judges regarding the amount of post-divorce child support in the decision of the 

Mojokerto Religious Court Case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr and to find out 

the review of the Syafi'i madzhab fiqh regarding Article 14 of the Supreme Court 

Circular Number 3 2015 concerning increasing child support in the decision of the 

Mojokerto Religious Court Case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr. 

This research is library research. The type of research used in this research 

is normative juridical. The data in this research comes from primary data, 

secondary data and tertiary data. The primary data source is the decision of the 

Mojokerto Religious Court Case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr.

The results of this research are: Judging from the Syafi'i madzhab fiqh 

related to the contents of the decision in case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr 
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which includes child support and implementing the policy in article 14 of the 

Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 regarding increases child 

support is 10% per year of the specified amount excluding education and health 

costs, which is not in accordance with the theory of fiqh of the Syafi'i school of 

thought. In the Syafi'i school of fiqh there is no special provision that regulates the 

increase in the amount of child support by 10% every year after divorce. The child 

support decision in case Number 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr, which experienced an 

increase of 10% per year in long-term calculations, is increasingly increasing and 

making it difficult for the father's economy to meet the child's support demands.
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